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I. PENDAHULUAN

Dalam khasanah keilmuan, cir i khas
wilayah yang melekat pada produk yang
memiliki karakteristik berbeda dengan produk
sejenis lainnya, karena faktor lingkungan
geografis termasuk faktor alam dan faktor
manusia, atau kombinasi di antara keduanya,
dikenal dengan istilah indikasi geografis
(geographical indication)  yaitu “is a sign used
on goods that have a specific geographical
origin and process qualities or a reputation
that are due to that place of origin”. (Geo-
graphical Indication. www.wipo.com, 2004)

Dari rumusan di atas, tampak bahwa
indikasi-geografis dapat digunakan sebagai
tanda yang menunjukkan “nama wilayah”
asal suatu komoditas atau suatu produk yang
kualit as dan kara kter istik khasnya
dipengaruhi oleh faktor geografis. Dalam
Pasal 56 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001
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tentang Merek disebutkan bahwa indikasi
geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang yang
karena faktor lingkungan geografis, termasuk
faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi
dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri
dan kualitas tertentu pada barang dihasilkan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia, dengan berbagai kekayaan alam dan
kekayaan hayati, sudah dapat dipastikan
berimbas kepada banyaknya komoditas atau
produk yang potensial dilindungi indikasi-
geografis.

Permasalahan muncul tatkala di
hampir semua wilayah Indonesia, komoditas
atau produk yang potensial dilindungi sebagai
Indikasi geografis, belum mendapatkan
perhatian yang memadai dari pemerintah,
terutama pemerintah daerah sebagaimana
yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 tahun
2001 tentang Merek (selanjutnya dalam
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makalah ini disingkat UU Merek) dan PP
Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi
Geografis (selanjutnya dalam makalah ini
disingkat PP Indikasi Geografis).

Salah satu hal terpenting yang dituntut
dar i pem erintah, adalah mengenai
perlindungan hukum indikasi geografis. Hal
ini penting karena berbagai pertimbangan.
Selain, karena hak indikasi geografis
melahirkan hak eksklusif dan manfaat
ekonomi bagi pemegangnya,  juga
menunjukkan tingkatan peradaban dan
budaya komunitas.

Per lindungan secara hukum hak
indikasi-geografis, merupakan salah satu
kekhususan yang merupakan bagian dari
tanggung jawab daerah otonom. Karena itu,
Pemerintah Daerah per lu menentukan
kebijakan  dalam rangka me mberikan
jaminan perlindungan akan hak indikasi
geografis yang ada di daerahnya, sebagai
bentuk kepedulian terhadap kekayaan daerah
tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua
masalah utama, yaitu: kebijakan apa yang
dapat diambil oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang sebagai bentuk
kepedulian dan tanggung jawab dalam
melindungi produk indikasi geografis ubi
cilembu? dan Perda apa yang harus dibuat
oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Sumedang
dalam rangka memberikan rasa keadilan dan
manfaat ekonomi kepada masyarakat terkait
ubi cilembu?

II. PEMBAHASAN

A. Indikasi Geografis Sebagai Bagian
Dari HKI

Sejak dasawarsa delapan puluhan
(era 1980-an), HKI kian berkembang menjadi
bahan percaturan yang sangat menarik. Di
bidang ekonomi, terutama industr i dan
perdagangan internasional, HKI menjadi
demikian penting (Margono dan  Angkasa,
2002:1).

Hubungan dekat antara perdagangan
internasional dan HKI,  diantaranya dijelaskan
dan disimplukan ekonom Keith E. Maskus,

yang menyatakan:

“I claim that  Inte llectual Property  Rights
(IPRs) can play  an important and posit ive
role in economic advancement, with the role
becoming larger as economies grow richer.
Even among poor economies, however,  IPRs
can be an important condit ions of business
development, so long as they are well struc-
tured and accompanied by appropriate col-
lateral policies. This is the essential challenge
as economies adopt stronger IPRs under the
new global system”. (Purba, 2005: 7)

Salah satu aspek hak khusus pada HKI
adalah Hak Ekonomi (economic rights), yakni
hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi
atas kekayaan intelektual. (Muhammad,
2001: 19). Hak ekonomi tersebut berupa
keuntungan sejumlah uang yang diperoleh
karena penggunaan sendiri HKI, atau karena
penggunaan HKI oleh pihak lain berdasarkan
lisensi. Kenyataan adanya nilai ekonomi di
atas, menunjukkan bahwa HKI merupakan
salah satu objek perdagangan.

Dalam sistem HKI, tercermin adanya
jamina n terpeliha ranya kepen tingan
perorangan dan kepentingan masyarakat.
Sebagai cara untuk menyeimbangkan
kepentingan antara peranan pribadi individu
dengan kepentingan masyarakat, maka
sistem HKI berdasarkan pada pr insip
keadil an, pr insip  ekonomi, p r insip
kebudayaan, dan prinsip sosial (Purba, 2005:
13-14).

Dalam tatanan perekonomian yang mengarah
pada kecenderungan perdagangan global,
pengaturan HKI dan segala aspeknya dalam
perdagangan, sudah menjadi bagian aturan
main (rules of the game) dengan disahkannya
Persetujuan TRIP”s (Trade Related Intellec-
tual Property Rights) atau “TRIP’s Agreement”
yang telah menjadi bagian dalam persetujuan
pembentukan organisasi perdagangan dunia
(Agreement Establishing the World Trade
Organization).   (Margono dan  Angkasa,
2002: xiii)

Indonesi a sebagai nega ra ber-
kembang  sudah menjadi anggota dan sah
ikut dalam TRIP’s, melalui ratifikasi WTO
Agreement dengan Undang-Undang no 7
tahun 1994 yang kemudian diimplementasi-
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kan  dengan Undang-Undang HKI nasional
Indonesia.

Pasal 22 TRIP’s mensyaratkan bahwa setiap
anggota persetujuan, wajib menyediakan
sarana perlindungan khusus untuk Indikasi
geograf is.   Di samping itu,  juga harus
menyediakan cara untuk menghindari
penggunaan Indikasi geografis dengan cara
apapun,  dalam memberi tanda atau
menampilkan barang yang dapat meng-
indikasikan atau mencitrakan bahwa barang
yang diperdagangkan berasa l dari suatu
wilayah geografis yang bukan dari tempat
asal yang sebenarnya. Setiap penggunaan
Indikasi geograf is yang mengandung indikasi
tindakan kompetisi curang,  tunduk ke dalam
ketentuan Pasal 10 b Paris Convent ion,
bahwa Indikasi geografis pada dasarnya
mempunyai kesamaan fungsi dengan merek,
ya itu untuk mengident if ikasi asa l dan
menjamin kualitas produk yang diwujudkan
dalam merek.  Perbedaan utama dengan
merek adalah  bahwa asal dan kualitas produk,
mempunyai Indikasi geograf is yang
dipengaruhi oleh lingkungan geografis tempat
produk itu dihasilkan (Hilman dan Romadoni,
2001: 121).

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Merek dan
Pasal 2 ayat (3) PP Indikasi Geografis
dinyatakan, bahwa indikasi-geografis baru
dapat dilindungi apabila “nama wilayah” yang
digunakan sebagai tanda pada produk telah
terdaftar (registered) di Dirjen HKI, sesuai
dengan sistem pendaftaran yang dianut UU
Merek yaitu sistem first to file/ konstituti.
Sistem first to file/ konstitutif yang digunakan
oleh UU Merek mengacu kepada Model law
for developing countries on Marks Trade
Names and Acts of Unfair Competition, sec-
tion 4 yang menyatakan bahwa “The exclu-
sive right to a mark conferred by this law
shall be acquired, subject to the following
provisions, by registration (Jumhana, 2006:
74) atau hak eksklusif suatu Merek atau
Indikasi geografis, akan diperoleh melalui
pendaftaran.

Pasal 1 angka 1 PP Indikasi Geografis
menyatakan, bahwa Indikasi geografis
adalah suatu tanda yang menunjukkan
daerah asal suatu barang yang karena faktor
lingkungan geografis termasuk faktor alam,
faktor manusia, atau kombinasi dar i kedua

faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas
tertentu pada barang yang dihasilkan.

Manfaat perlindungan (Junus, 2004)
Indikasi geografis ini adalah memberikan
perlindungan hukum pada setiap komoditas
barang atau produk, sekaligus sebagai
strategi pemasaran barang atau produk IG
dalam transaksi perdagangan, baik di dalam
maupun di luar negeri. Perlindungan ini
sekaligus memberikan nilai tambah pada
produk berpotensi Indikasi geografis di
daerah  yang potensial meningkatkan
kemampuan ekonomi daerah. Di samping itu,
juga tercipta adanya persamaan perlakuan
atas perlindungan dan promosi indikasi-
geografis di luar negeri, sekaligus sebagai
salah satu alat untuk menghindari persaingan
curang yang sangat merugikan berbagai
pihak.

Mengenai siapa lembaga yang akan
diber i w ewenang untuk m elakukan
pendaftaran dan menjadi pemegang hak
indikasi geografis, PP tentang Indikasi
Geografis, menentukan sama dengan apa
yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat
(2) UU Merek, yaitu:
(1) Lembaga yang mewakili masyarakat di

daerah yang memproduksi barang yang
bersangkutan, yang terdiri atas:
(a) pihak yang mengusahakan barang

yang merupakan hasil alam atau
kekayaan alam;

(b) produsen barang hasil pertanian;
(c) pembuat barang-barang kerajinan

tangan atau hasil industri; atau
(d) pedagang yang menjual barang

tersebut.
(2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk

itu; atau
(3) Kelompok konsumen barang tersebut.

B. Pengaturan IG dalam Rangka
Otonomi Daerah

Hampir sebagian besar atau kalau
tidak, seluruh daerah otonom memiliki
kelemahan dan keterbatasan dalam menggali
sumber-sumber potensial keuangan daerah.
Praktik penyelenggaraan otonomi dalam
rangka pilkada yang sering menimbulkan
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konflik,  merupakan bukti tersendiri dari
kekurangan dan kelemahan yang ada. Di
samping itu, masih sering terdengar wacana
pemikiran mengenai tarik ulur antara otonomi
ada di provinsi atau di kabupaten/kota,
merupakan bukti di sisi yang lain. Bahkan
nada sinis pun sering terdengar, seperti
pernyataan otonomi daerah setengah hati.
Namun demikian, tentunya melaksanakan
otonomi tidak harus tertunda karena hal di
atas. Pr insip “learning by doing”, barangkali
itulah ya ng lebih bijaksa na dalam
melaksanakan otonomi sekarang ini.

Satu hal lain yang penting dipahami,
bahwa dianut dan dilaksanakannya otonomi,
merupakan cara memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai subsistem negara kesatuan, maka
otonomi dapat menjadi perekat NKRI, dalam
hal otonomi itu menunjukkan
keberhasilannya. Sebaliknya, otonomi yang
gagal akan menjadi pemicu disintegrasi.

Salah satu pr insip otonomi yang
mengarah pada perekat NKRI, adalah
terpeliharanya kemandir ian daerah dalam
berotonomi. Lebih lanjut ditegaskan Bagir
Manan (Manan, 2002,:  vi-vii)  bahwa
kemandirian atau keleluasaan itu merupakan
hakekat o tonomi, tapi bukan dalam
pengertian kebebasan sebuah satuan yang
merde ka (zelfstandigheid bukan
onafhankelijkheid).

Gagasan otonomi yang
dikumandangkan reformasi 1998, secara
substansial sebetulnya mengulang kembali
otonomi menurut UU No. 1/1957. Di kedua
UU di atas, UU No. 32/2004 dan UU No. 1/
1957, sama-sama menganut asas otonomi
seluas- luasnya kepada daerah. Pr insip
otonomi ini mengandung sekaligus otonomi
material dan otonomi formal. Kedua prinsip
otonomi di atas tampak dari pembagian dan
pemisahan urusan pemerintahan yang
menjadi wewenang pusat dan wewenang
daerah.

Pembagian dan pemisahan urusan
pemerintahan antara pusat dan daerah, lebih
mendekatkan dengan otonomi material. Tapi
apabila melihat bahwa pusat pun dapat

menarik kembali urusan yang diotonomikan
atau memberikan kembali sejumlah urusan
kepada daerah, itu menunjukkan otonomi
formal. Dikatakan demikian, karena ajaran
otonomi formal menentukan bahwa pada
dasarnya seluruh urusan yang dapat
diselenggarakan pusat, juga dapat
diselenggarakan oleh daerah. Pr insip
bagaimana membagi urusan pusat dan
urusan daerah, tidak ditentukan oleh jenis
urusannya tapi oleh  keyakinan bahwa suatu
urusan pemerintahan akan lebih baik dan
lebih berhasil apabila dilaksanakan oleh
satuan pemerintahan tertentu, dan begitu
pula s ebaliknya (Manan, 1990 : 25).
Pembagian urusan menurut UU Nomor 32
tahun 2004 ini, mengambarkan ajaran
otonomi formal itu.

Karena i tu, yang akan menjadi
persoalan besar kemudian dalam rangka
otonomi daerah adalah bagaimana
melakukan revitalisasi sumber-sumber
potensial keuangan daerah, terutama dalam
rangka mengembangkan dan meningkatkan
secara langsung kesejahteraan masyarakat,
sebagai bagian dari tugas otonomi daerah
yang seluas-luasnya.

Namun begitu, ada satu hal yang perlu
dipahami dengan benar bahwa otonomi yang
seluas- luasnya itu tidak mengandung arti
adanya keterpisahan hubungan dengan
pemerintah pusat (pemerintah). Hubungan
dengan pemerintah tetap ada, termasuk juga
dengan pemerintahan daerah lainnya.
Hubungan tersebut dapat menjelma dalam
berbagai bentuk, seperti hubungan
kewenangan, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber
daya lainnya (UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (4).

Menurut UU Nomor  32 tahun 2004,
seluruh urusan pemerintahan yang diatur
dalam Pasal 10 ayat (3), akan berdaya guna
dan berhasil guna apabila diselenggarakan
oleh Pusat, dan yang diatur dalam ketentuan
Pasal 13 dan Pasal 14, akan berdaya guna
dan berhasil guna apabila diselenggarakan
oleh Daerah. Lebih dari itu, dalam urusan
pemerintahan tertentu, juga Pusat dapat
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menyertakan daerah menyelenggarakannya
melalui asas tugas pembantuan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan otonomi
daerah, kepada Pemda perlu diberikan for-
mula baru dalam mendorong daerah untuk
peningkatan sumber keuangan, sekaligus
mengalihkan beban keuangan daerah dengan
metode memberdayakan berbagai potensi
daerah yang ada, yang dipandang potensial
menyejahterakan masyarakat. Salah satunya
melalui peningkatan PDBR dengan
mengoptimalkan hak ekonomi dari indikasi
geografis yang ada di suatu daerah. Cara-
cara ini adalah bagian dari memandirikan
daerah dalam rangka pembiayaan, dan cara
ini harus tetap dilakukan, dikembangkan,
serta diberdayakan dalam kerangka
menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan  sistem penyele nggaraan
pemerintahan negara (Penjelasan Umum
point a UU Nomor 15 tahun 2001 tentang
Merek).

Untuk mewujudkan tugas, wewenang,
kewajiban, dan tanggung jawab, serta atas
kuasa peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, penyelenggara pemerintahan
daerah dapat menetapkan kebijakan daerah
yang dirumuskan, antara lain, dalam bentuk
Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan
keputusan-keputusan daerah dalam bentuk
lainnya.

Dalam rangka pembiayaan penye-
lenggaraan otonomi ini, sudah saatnya untuk
menggali potensi daerah dar i sumber
nonmigas, tapi potensial untuk dikembang-
kan. Dalam hubungan ini, Elizar Anwar
(Anwar, 2004: 1-2) menyatakan, “economic
based on knowledge”.  Sesungguhnya
ekonomi itu tumpuan utamanya adalah
peningkatan dan pengembangan Sumber
Daya Manusia .  Berbasis ilmu pengetahuan,
melalui pengakuan HKI  (Maulana, 2004: 1).

Sebagai bagian dar i strategi bisnis,
HKI diakui sebagai suatu aset berharga tidak
bertubuh (intangible valuable asset) dan
memerlukan perlindungan secara luas dan
menyeluruh.  Dalam hubungan ini, per lu
upaya pe metaan secara te r itor ial

kedaerahan, untuk pengembangan hak cipta,
paten, merek, dan desain industri.

Dari sudut pandang HKI, pemetaan di
atas memberikan hak ekonomi sebagai hak
kebendaan yang dapat dinilai dengan uang
(Muhammad, 2001: 19). Hak ekonomi
tersebut, dapat berupa keuntungan sejumlah
uang yang diperoleh karena penggunaan
sendiri HKI, atau karena penggunaan oleh
pihak lain berdasa rkan lisens i yang
dikembangkan dalam per industr ian atau
perdagangan yang juga mendatangkan
keuntungan finansial.

Dalam hubungan ini, kepada pemegang
HKI  diberikan  kekuasaan penuh/monopoli
untuk mengeksplorasi secara ekonomi haknya
tersebut  (Sunaryati Hartono dan Eli Ermawati).
Dalam karya-karya intelektual itu, melekat nilai
ekonomi dan konsep kekayaan (property) bagi
dunia usaha, sekaligus sebagai aset
perusahaan  (Margono dan Angkasa, 2002: 4).

Oleh karena itu, maka kebebasan
daerah menggali potensi daerah untuk
kepentingan otonomi, tidak identik dengan
mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang
untuk kas daerah, tapi di dalamnya termasuk
menggali potensi daerah yang dipandang
potensial  dapat meningkatkan PDBR
masyarakat setempat.  Indikasi geografis Ubi
Cilembu merupakan salah satu potensi
daerah yang dapat dikembangkan sebagai
jalan meningkatkan PDBR masyarakat Desa
Cilembu dan sekaligus meningkatkan IPM
Kabupaten Sumedang.

C. Perlunya Kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang dalam
Melindungi Produk IG Ubi Cilembu

Indikasi geografis dapat digunakan
untuk melindungi berbagai produk dalam
bentuk produk alam, makanan, kerajinan, dan
berbagai produk yang dihasilkan dar i
pengetahuan asli yang mengandung ke
khasan dari suatu wilayah. Di negara Indo-
nesia, hasil kekayaan sumber daya alam
sangat ber limpah sehingga perlindungan
menyangkut Indikasi geografis sangat penting
untuk diperhatikan terlebih dengan adanya
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pendaftaran merek Kopi Toraja  oleh Key
Coffee di Jepang dan pengusaha di Amerika
Serikat. Artinya, eksportir Indonesia tidak
bisa langsung menjual Kopi Toraja ke Jepang
dan Amerika Serikat, kecuali lewat Key Cof-
fee atau pengusaha Amerika Serikat karena
jika mengekspor langsung, pihak Indonesia
bisa dituding melanggar merek yang telah
didaftar di sana.

Itu artinya, harus ada upaya dar i
Pemerintah, baik pusat, daerah maupun
kabupaten untuk mencegah terjadinya
kembali kasus seperti kopi Toraja.

Tidak terkecuali bagi indikasi geografis
ubi cilembu. Penyebaran yang telah sampai
menjelajah ke manca negara, sebagai akibat
dar i i nformasi par a konsumen setia.
Kesetiaan konsmen ini, merupakan merek
dagang tersembunyi. Dalam pandangan para
konsumen setia itu, ubi Cilembu memang
memiliki cir i dan ke-khas-an tersendir i
terutama dalam cita rasa dan aroma, di balik
pengolahan yang masih sangat sederhana,
yakni dioven.

Di samping cara tersebut, ada cara
tradisional dari masyarakat Cilembu dalam
memperlakukan ubi cilembu sebelum diolah
atau dile mpar ke pasaran.  Menurut
keterangan sejumlah petani, ubi cilembu
baru bisa diolah dan menghasilkan aroma
dan cita rasa khas itu, apabila melalui proses
pengeringan dan penganginan secara alami,
yang memerlukan waktu kurang lebih antara
3 sampai  6 minggu setelah dipanen. Proses
alam dan kebiasaan masyarakat inilah, yang
merupakan salah satu cara tersendir i
mengkategori ubi Cilembu sebagai produk
komoditas eksklusif indikasi geografis. Ketika
hal itu telah dinyatakan sebagai bagian
potens ial untuk m eningkatkan  PDBR,
diharapkan dapat mendorong masyarakat
mempertahankan kualitas yang akan
berakibat pada tingginya nilai ekonomis yang
dihasilkan.

Dengan demikian, agar indikasi-
geografis ubi cilembu tidak bernasib sama
dengan kopi toraja, peran dan fungsi
Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi,
dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang

sifatnya multidimensional mengenai Indikasi-
geografis ubi Cilembu ini. Indikasi-geografis
pada umumnya dan Indikasi geografis ubi
Cilembu pada khususnya, memberi ruang
yang cukup untuk meningkatkan PDBR.

Semua manfaat di atas, hanya dapat
dipetik, tatkala ada kepedulian dan tanggung
jawab Pe merintah Daera h dalam
mengamankan Indikasi geografis ubi Cilembu
ini. Tindakan kebijakan yang diperlukan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,
adalah menerbitkan Keputusan Kepala
Daerah mengenai pembentukan lembaga
pemegang hak Indikasi geografis ubi
Cilembu, yang merupakan gabungan dari
berbagai unsur terkait sesuai dengan yang
diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PP Indikasi
Geografis yaitu (1) Lembaga yang mewakili
masyarakat di daerah yang memproduksi
barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
(a) pihak  yang  mengusahakan  barang  yang
merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
(b) produsen barang hasil pertanian; (c)
pembuat barang-barang kerajinan tangan
atau hasil industri; atau (d) pedagang yang
menjual barang tersebut;  (2) Lembaga yang
diberi kewenangan untuk itu; atau (3)
Kelompok konsumen barang tersebut.

Adanya berbagai alternatif pihak yang
dapat menjadi pemegang hak perlindungan
atas indikasi geografis ini, tidak keliru kalau
untuk hal itu dilakukan persiapan yang matang
tentang siapa di antara tiga kemungkinan di
atas yang akan ditunjuk salah satunya.  Dalam
pandangan tim peneliti, memang yang
diusulkan adalah alternatif a atau alternatif
b, atau kalau memungkinkan gabungan
alternatif a dan alternatif b. Pil ihan ini
semata-mata karena kepentingan yang lebih
besar yang  mencerminkan koordinasi. Dalam
hal tidak memungkinkan gabungan, maka
alternatif b lebih diutamakan yakni lembaga
yang diberi kewenangan, dan itu maksudnya
menunjuk pemerintah daerah Kabupaten
Sumedang . Namun demikia n, untuk
mencipta kan harmonisas i dengan
masyarakat produsen ubi Cilembu, ada
baiknya pula disiasati bahwa dalam lembaga
yang dibentuk nanti di dalamnya duduk wakil-
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wakil se bagaimana dimaks ud dalam
alternatif a.

Penunjukan lembaga pemerintah ini
terutama ditujukan pada fungsinya sebagai
pengayom, pelindung, dan pelaksana
kesejateraan masyarakat, dengan cara
mengelola  dan  memberdayakan  secara
optimal manfaat ekonominya.  Di samping
lembaga yang mewakili di atas, juga perlu
dipersiapkan persyaratan-persyaratan teknis
administratif untuk pendaftaran, sehingga
ketika PP itu ke luar, langsung melakukan
pendaftaran dan barangkali dapat dikatakan,
Indikasi geografis ubi Cilembu menjadi
pendaftar kedua setelah kopi Kintamani di
seluruh Indonesia.

Melengkapi kebijakan pembentukan
lembaga tersebut, juga perlu dikeluarkan
kebijakan lanjutan dalam bentuk fasilitasi
Pemerintah Daerah untuk memeroleh hak
eksklusif indikasi geografis. Bentuk-bentuk
kebijakan yang diber ikan, dapat berupa
fasil itas keuangan, fasilitas sarana dan
prasarana, fasilitas data dan dokumentasi,
dan peningkatan SDM.

Kebijakan ini semua dilakukan dalam
rangka o tonomi daerah ya ng harus
dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten
Sumedang. Dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
otonomi daerah, kepada Pe merintah
Kabupaten Sumedang perlu diberikan for-
mula bar u dalam mendorong daerah
meningkatkan PDBR dengan memperhatikan
hubungan antara Pusat dan Daerah dan antar
pemerintahan daerah, dalam melihat potensi
dan keanekaragaman daerah.

D. Perda yang Harus Dibentuk oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang dalam Rangka Memberi
Keadilan dan Manfaat Ekonomi
kepada Masyarakat terkait Ubi
Cilembu

Hak eksklusif indikasi-geografis yang
diberikan negara kepada pemohon yang
sudah terdaftar di  Dir jen HKI, bukan
merupakan hak individual melainkan hak
komunitas. Ditandai dengan ditunjuknya

lembaga yang mewakili m erupakan
gabungan dari semua unsur yang terlibat dari
suatu perlindungan Indikasi geografis untuk
ubi cilembu. Pihak ini mencakup, wakil
kelompok tani, pengusaha/ bandar, asosiasi,
aparat  Pemerintah Desa Cilembu, dan Aparat
Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Hal ini sejalan dengan salah satu
prinsip perlindungan HKI yaitu prinsip sosial
(the social argument), bahwa pemberian hak
oleh hukum tidak boleh diberikan semata-
mata untuk memenuhi kepentingan
perseorangan, akan tetapi harus memenuhi
kepentingan seluruh masyarakat. Artinya,
ketika pemanfaatan hak ekonomi dari indikasi
geogra fis digunaka n baik oleh  pihak
komunitas atau pihak di luar komunitas, akan
memberikan nilai ekonomi yang menjadi hak
seluruh elemen komunitas, maka perlu ada
peraturan yang mengatur tentang proporsi
atau per imbangan pendapatan masing-
masing elemen dari Indikasi geografis ubi
Cilembu.

Dari sekian banyak kewenangan
Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda,
khususnya yang berkaitan dengan masalah
keuangan daerah dan keuangan Desa, yang
berkaitan dengan pemanfaatan hak Indikasi
geografis ubi Cilembu, adalah Perda tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Desa, yang
substansinya mengatur mengenai prinsip
keadilan pembagian keuangan, terutama
yang diambil dari manfaat ekonomi hak
Indikasi geografis ubi Cilembu.  Hal ini juga
sejalan dengan salah satu  pr insip
perlindungan HKI yaitu prinsip keadilan (the
pr incipl e of natural j ustice), yang
menyatakan bahwa dengan pr insip ini,
pemegang  hak – wajar me mperoleh
perimbangan berupa imbalan.

Dari sis i sosio-kultural petani –
pedagang/pengusaha/bandar ubi Cilembu –
terhadap perlindungan Indikasi geografis,
adalah dalam rangka me mberikan
kemanfaatan sosial Perda Indikasi geografis,
dalam bentuk pemeliharaan kualitas produk,
membentuk komunitas masyarakat pengelola
dan pengembang produk, meningkatkan
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kuantitas dengan tetap menjamin kualitas
produk, dan menjadikan Perda tersebut
sebagai acuan bagi daerah lain di Kabupaten
Sumedang mengidentifikasi produk serupa
yang dipandang memiliki identitas Indikasi
geografis.

Hal ini dilakukan dala m rangka
mencegah munculnya kecurigaan dan
kekhawatiran diantara petani/kelompok tani,
dan pedagang/pengusaha/bandar, yang
beranggapan bahwa kalau indikasi geografis
ubi cilembu telah terdaftar, mereka tidak lagi
memiliki kesempatan untuk memperdagang-
kan ubi cilembu secara individual, yang akan
berdampak pada penurunan pendapatan
ekonomi masyarakat, sehingga mereka
kurang yakin dan tertar ik menanggapi
tawaran hak indikasi geografis untuk
dilindungi. Malah sebaliknya, di masa depan,
perlindungan hukum Indikasi geografis ubi
Cilembu dan Indikasi geografis produk
lainnya,  diarahkan pada usaha meningkatkan
PDBR setempat, dan itu artinya,
kesejahteraan masyarakat setempatlah yang
diutamakan, sedangkan pemerintah daerah
menjadi fasilitator dalam fungsi-fungsi yang
telah digambarkan dimuka.

Dari sisi sosiologis adalah mengangkat
nilai-nilai kejujuran masyarakat yang
sebetulnya merupakan kebutuhan, yakni
adanya jaminan kelangsungan berusaha
memasarkan produk Indikasi geografis ubi
cilembu, yang berpengaruh langsung kepada
tingkat pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat secara ekonomi. Karena itu,
seperti diuraikan di atas, secara sosiologis
perlindungan hukum indikasi geografis ubi
Cilembu adalah yang rii l diperlukan oleh
masyarakat. Hal ini muncul berdasarkan data
dan informasi yang diperoleh tim peneliti
ketika melakukan survei dan observasi
lapangan, tentang tingkat pengetahuan
masyarakat mengenai pnetingnya Indikasi
geografis ubi Cilembu dilindungi secara
hukum.

Dari sisi filosofis adalah terlindunginya
hak indikasi geografis ubi Cilembu, yang
diupayakan untuk menekan cara-cara tidak
elegan, tidak berkeadilan, mau untung sendiri

dengan menggunakan merek dagang ubi
cilembu, padahal yang pasti barang produk
yang diperdagangkan bukan ubi Cilembu.
Keadaan ini sudah terjadi, dan jelas
merugikan masyarakat petani.

Konsekwensi perilaku ini, jelas telah
merugikan selain masyarakat petani secara
ekonomi, juga identitas moral yang rendah,
bahkan pihak konsumen telah mengonsumsi
ubi cilembu palsu. Di sinilah pentingnya
perlindungan hukum Indikasi geografis ubi
Cilembu, karena secara filosofis nilai-nilai
keadil an, moral, dan kesejah teraan
masyarakat bersama akan lebih terlindungi.

Manfaat  ekonomi hak Indikasi
geografis ini harus dapat dinikmati secara
merata, baik oleh pemerintah Kabupaten
maupun oleh pemerintah desa tempat ubi
cilembu dihasilkan.  Bentuk-bentuk keadilan
yang dapat diformulasikan dalam Perda
Perimbangan Keuangan, disesuaikan dengan
rasa keadilan masyarakat dan pemerintah
setempat, terutama berkaitan dengan upaya
peningkatan PDBR.

Misalnya, dalam hal Pemda Kab
Sumedang memandang bahwa dengan
adanya hak Indikasi-geografis ubi Cilembu,
mampu meningkatkan PDBR masyarakat Desa
Cilembu dan berakibat pada peningkatan IPM
Kabupate n Sumedang, ma ka Pemda
Kabupaten Sumedang dapat “melepas”
kewajiban meningkatkan PDBR masyarakat
Desa Cilembu sebagai tanggung jawab
langsung Pemda Kabupaten Sumedang.

Dalam hal kebij akan yang akan
ditempuh seperti ini, maka pembagian yang
memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat
Desa Cilembu dapat ditentukan misalnya
dengan angka 85% Pemdes dan 15 Pemkab.
Dan kebijakan seperti ini dapat memicu
daerah lain di wilayah Kabupaten Sumedang
yang diindikasikan memiliki karakteristik khas
dari produk yang dihasilkan daerahnya, untuk
meminta perlindungan hak Indikasi-geografis
seperti hak Indikasi geografis ubi Cilembu.

Dengan demikian, maka tugas
otonomi daerah yang dipusatkan pada
pencapaian kesejahteraan masyarakat,
diharapkan akan lebih mudah dicapai dengan
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cara memandir ikan daerah-daerah dalam
wilayah daerah otonom, khususnya yang
potensi al dil indung i sebagai Indikasi
geografis.

Hal yang sama, diharapkan pula dapat
mendorong daerah otonom lain melakukan
kebijakan yang sama, sehingga lambat laun
tetapi pasti kemandir ian daerah otonom
dalam me nyejahterakan ma syarakat
daerahnya, juga segera dicapai. Pencapaian
kesejahteraan masyarakat daerah yang salah
satunya diukur dengan peningkatan PDBR, itu
menunjukkan keberhasilan daerah otonom
yang bersangkutan, sekaligus menunjukkan
pencapaian tujuan negara secara umum
telah dibagi merata kepada seluruh daerah
dan didekatkan betul dengan masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan hak IG
pada suatu daerah tidak dapat diabaikan
begitu saja, atau bahkan dianggap tidak
memiliki  manfaat langs ung bagi
kesejahteraan, tapi sebaliknya justeru harus
dilindungi dan diberdayakan secara optimal
karena ternyata memiliki potensi besar untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui standar PDBR. Untuk realisasi lebih
lanjut lagi, tidak mustahil masing-masing
daerah otonom akan membentuk Perda
sejenis yakni Perimbangan Keuangan dengan
pola pembagian dan keadilan yang sama
dengan yang dilakukan Pemda Kabupaten
Sumedang.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka
dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa
pertama , kebijakan Pemda Kabupaten
Sumedang dalam rangka menggali manfaat
dari nilai ekonomis hak Indikasi geografis ubi
Cilembu adalah: a) membentuk lembaga
yang mewakili masyarakat penghasil ubi
cilembu sebagai pemegang hak Indikasi
geografis ubi cilembu. Untuk keperluan itu,
Kepala Daerah Kabupaten Sumedang perlu
mengeluarkan keputusan pembentukan
lembaga dimaksud;

Kedua, mengeluarkan kebijakan
lanjutan berkaitan dengan pembentukan
lembaga pemegang hak Indikasi geografis

ubi cilembu, dalam bentuk  memfasilitasi
pendaftaran Indikasi geografis yang dapat
dilaksanakan ke instansi yang terkait, yaitu
Direktor at Jenderal HKI dengan
memperhatikan sistem pendaftaran Indikasi
geografis yaitu first to file / sistem konstitutif.

Ketiga,  perda yang harus disusun
untuk menjamin rasa keadilan semua pihak
terkait  dalam pemanfaatan hak ekonomi IG
ubi cilem bu adalah Perda mengenai
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Desa.
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